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PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 36
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

bahwa  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/P/2021 tentang
Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja
dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran
2021 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor 224 /P/2021 tentang Sekolah Penerima
Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Pelajaran
2021/2022, belanja BOS SD dan SMA pada masing-masing
sekolah mengalami perubahan;

bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran anggaran guna
penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan dan adanya perubahan teknis pelaksanaan kegiatan
pada beberapa Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Magelang
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Magelang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun
2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran
2021 perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36
Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010
Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor
4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2014 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 52);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun
2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 67);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 68);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 36);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
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Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 69);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor
10);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013
tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan
Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 60);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017
Nomor 14, Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 46);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2018
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang
pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 54);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Magelang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2020 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati
Magelang Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 78);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2021
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 8);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 55) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Magelang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 27);
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39. Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN
2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Magelang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020
Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Magelang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021
Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula
sebesar Rp2.532.051.858.335,00 bertambah sebesar Rp229.443.007.281,00
sehingga menjadi Rp2.761.494.865.616,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1) Semula Rp2.473.847.069.514,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp44.060.000,00)

Jumlah pendapatan daerah setelah

Perubahan Rp2.473.803.009.514,00
b. Belanja Daerah

1) Semula Rp2.745.834.925.616,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp44.060.000,00)

Jumlah belanja daerah setelah

Perubahan Rp2.745.790.865.616,00

Defisit/Surplus (Rp271.987.856.102,00)

c. Pembiayaan Daerah
1) Penerimaan

a) Semula Rp70.143.391.554,00

b) Bertambah/(berkurang) Rp217.548.464.548,00

Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah Perubahan Rp287.691.856.102,00
2) Pengeluaran

a) Semula Rp5.704.000.000,00

b) Bertambah/(berkurang) Rp10.000.000.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah Perubahan Rp15.704.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp271.987.856.102,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00
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2. Diantara Pasal 3A dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3B sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3B

Ketentuan penerimaan pendapatan pada Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah, dan Belanja pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Peternakan dan Perikanan, Kecamatan
Salaman, Kecamatan Ngablak, dan Kecamatan Grabag, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2021
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Magelang Tahun Anggaran 2021 ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) Tahun Anggaran 2021.

3. Ketentuan Lampiran [ Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek,
Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Peternakan dan Perikanan, Kecamatan
Salaman, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Grabag, dan Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 16 Desember 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd
ZAENAL ARIFIN .
Diundangkan di Kota Mungkid Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 16 Desember 2021 /x\{\fml#?\ BAGIAN HUKUM,
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